SALINAN

GUBERNUR‘ PROVINSI DAERAH KHUSUS |
' IBUKOTA JAKARTA |

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
" NOMOR 155 TAHUN 2017 |
|  TENTANG - |
' PROSEDUR PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
»- ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ‘Peraturan '.Gubernur Nom_oi‘ - 105
Tahun 2012 telah ' diatur meéngenai Prosedur Pendirian,
Penggabungan dan Penutupan Le'mbaga Pendidikan;

~ b. bahwa Peratu_fan Gubernur se_bagaimana dimaksud dalam .
huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan
- saat ini, sehingga-perlu disempurnakan; .

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan |
Gubernur tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan

Pendidikan Non Formal; ‘ '

Mengingat : 1. Unddng-Undang -Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
' : Pendidikan Nasional; e .

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun '20(.)7 tentang Peme‘fintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ‘tentang Pembentuké_m
~ Peraturan Perundang-undangan; R

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang_ Nomor 9 Tahun 2015; : .

S. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 15;
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 2010;

Peraturan Menteri Pendidikan N asiohal' Nomor 49 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Nonformal; '

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009
tentang Standar Pengelola Kursus;

Peraturan Menferi Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009
tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A,
Paket B dan Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini; ' _

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131
Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dari
Pelatihan; ' '

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Perubahan SKB menjadi Satuan
Pendidikan; . :

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang‘ Sistem
Pendidikan; ' :

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; '

Peraturan Daerah Norhor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan .Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tenténg Petunjuk
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN,

PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL. '

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.
11.

12.
13.

14.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Pend1d1kan adalah Dinas Pend1d1kan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

‘Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov1ns1

Daerah Khusus Ibukota J akarta

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan
dan Mental Spritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan
Wilayah II pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas
Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II pada Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi.

Pendidikan nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah
jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan nonformal terdiri atas
lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat
kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dan satuan
pendidikan nonformal yang sejenis. :



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya dsingkat LKP
adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,
keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha
mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.

‘Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya

disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan
untuk masyarakat.

Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan non formal vang
terdiri atas sekumpulan warga masyarakat vang saling

- membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka

meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan
yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia
Dini, ' pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan
dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik. '

Pendidikan keéakapan hidup adalah program 'pendidikan

nonformal yang- memberikan kecakapan personal, kecapan

sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan Vokasional untuk
bekerja atau usaha mandiri. ‘

Pendidikan Kepemudaan .adalah program pendidikan
nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader
pemimpin bangsa, seperti organisasi. pemuda, pendidikan
kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah,
pelatihan kepemimpinan, pencinta alam serta kewirausahaan.

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program

pendidikan  nonformal yang  diselenggarakan  untuk

memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam
upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal
yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta

. aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan,

berbicara, menulis ‘dan berhitung agar dapat berkomunikasi
melalui teks, lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia.

Pendidikan Kketrampilan kerja adalah program pendidikan
nonformal yang diselenggarakan untuk yang memerlukan
bekal pengetahuan, ketrampilan, kecapan hidup dan sikap
untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja
dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja.
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35.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal .

- yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD /MI,

SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A,
Paket B dan Paket C.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD
adalah jalur pendidikan Formal dan Nonformal sebagai upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Kelompok

Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.

Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah
salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal
yang menyelengarakan program pendidikan bagi anak berusia
4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan
prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah
satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia
2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia
3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah
satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak
lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak
lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Satuan PAUD isejenis/ sederajat yang selanjutnya disingkat

- SPS adalah lembaga. yang menyelenggarakan pendidikan di

luar TK, KB dan TPA, meliputi Bina Keluarga Balita (BKB),
Posyandu, Taman Asuh Anak Muslim, Pos PAUD, Taman
Pendidikan Qur’an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah
Minggu dan Bina Iman, PAUD Holistik Integ.

Pendirian Satuan PNF adalah proses atau cara mendirikan
satuan pendidikan non formal sesuai dengan syarat-syarat
yang berlaku

Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan
satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Yayasan atau badan hukum adalah perkumpulan yang
berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat menyelenggarakan
pendidikan atau bergerak di bidang pendidikan.

Penutupan adalah ditutupnya penyelenggaraan pendidikan
pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal.

Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada
orang perseorangan -atau badan hukum untuk melakukan
usaha atau kegiatan tertentu.



36.

37.

38.

39.

Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen
lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan
daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang
perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha
atau kegiatan tertentu.

Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan
peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang
merekomendasikan dan/atau menerangkan secara administrasi 7
dan/atau teknis; suatu usaha atau kegiatan tertentu, orang
perseorangan atau badan hukum tertentu.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

BAB I
PENDIRIAN
Bagian Kesatu
© Satuan Paud
Pasal 2
Satuan PAUD dapat didirikan oleh :

a. Pemefintah Daerah;

b. orang perseorangan;
c. kelompok oréng; dan
d. badan hukum.

Satuan PAUD, terdiri atas :

a. TK;
b. KB;
c. TPA; dan
d. SPS.

Pasal 3

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b merupakan Warga Negara Indonesia yang
cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢ wajib mencantumkan kesepakatan kelompok
orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan
perdata untuk mendirikan - satuan PAUD sebagai tujuan
kelompok orang yang bersangkutan.
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(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf d  Dbersifat nirlaba yang berbentuk yayasan,
perkumpulan atau badan lain yang sejenis.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Nonformal
Pasal 4
(1) Satuan PNF dapat didirikan oleh :

Pemerintah Daerah;
orang perseorangan;

kelompok orang; dan

Ao oo

‘badan Hukum.
Pasal 5
(1) Satuan PNF, terdiri atas :

a. LKP;
b. PKBM; dan
¢. Satuan PNF Sejenis.

(2) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- huruf c terdiri atas kelompok belajar, rumah pintar, balai
belajar bersama, lembaga bimbingan belajar serta bentuk
lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(3). Izin Pendirian Satuan PNF Sejénis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

o Pasal 6

(1) Izin mendirikan LKP diterbitkan oleh DPMPTSP dengan
berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

(2) Izin LKP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan oleh DPMPTSP dengan berkoordinasi terlebih
dahulu dengan Instansi terkait .

BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN
| Bagian Kesatu
Satuan Paud *
Pasal 7
(1) Persyaratan pendirian TK terdiri atas :

a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.



(2)

6

(6)
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Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebagalmana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdln atas :

a. hasil penilaian kelayakan;

b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK;

Cc. rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK .paling
lama 3 (tiga) tahun; dan

d. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- huruf a meliputi :

a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah -
~dan  bangunan yang akan digunakan untuk
penyelenggaraan TK yang sah atas nama pendiri;

b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum
dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain
sejenis dari Kementerian bidang hukum atas nama
pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat
keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan-
orgamsas1 induk; dan

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan
TK paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

Rencana Induk Pengemb,angan | (RIP) TK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat : '

visi dan misi,

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);

sasaran usia peserta didik;

pendidik dan tenaga kependidikan;

sarana dan prasarana;

struktur organisasi;

pembiay'aah;

pengelolaan;

peran serta masyarakat; dan

rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama

S (lima) tahun

Dokumen rancana pencapaian standar penyelenggaraan TK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c¢ didasarkan
pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri Pendldlkan dan
Kebudayaan .

Rencana Tata Ruang sebagaumana d1maksud pada ayat (3)
huruf d mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang dan

" Peraturan Zona81



@

~ (5)

(6)

(1)

Pasal 8
Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS, terdiri atas :

a.  persyaratan administratif; dan
b.  persyaratan teknis.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Gubernur ini.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas :

a. hasil penilaian kelayakan;

b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/
SPS paling lama 5 (lima) tahun; dan

c. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi :

a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah
dan  bangunan yang akan digunakan untuk
penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama
pendiri;

- b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib

melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan
badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau
badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas
nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat
keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan
induk organisasi induk; dan

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan
KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun
pembelajaran.

Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan
KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Nonformal
| Pasal 9
Persyératan péndirian Satuan PNF terdiri dari :
a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.
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(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, sebagalmana tercantum dalam Lamplran II
Peraturan Gubernur ini.

 (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas :

a. dokumen Rencana Pengembangan Satuan PNF dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; dan-

b. kesesuaian terhadap rencana tata ruang dengan mengacu
pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

BAB IV
TATA CARA PERIZINAN
| Bagian Kesatu
Satuan Paud
‘Pasal 10

- Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah
ditetapkan dengan Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara pendirian Satuan PAUD oleh orang perseorangan,
kelompok orang atau badan hukum adalah sebagai berikut :

a. pendiri Satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian
kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan
pendirian satuan PAUD;

b. Kepala DPMPTSP menelaah permohonan pendirian Satuan
PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA
dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan
dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani
di wilayah tersebut;

2. data mengenai perkiraan jarak TK, KB, TPA dan/atau SPS
yang akan didirikan di antara TK, KB, TPA dan/atau SPS
terdekat radius minimal 500 (hma ratus) meter -kecuali
jumlah peserta didik masih belum terlayani;

3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK,
KB, TPA dan/atau SPS yang akan didirikan minimal
melayani 2 (dua) kelompok sasaran; dan

4. ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

c. berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Kepala DPMPTSP :

1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin
pendirian Satuan PAUD; dan
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2. meminta hasil penelitian teknis/pengujian fisik (survey)
dari Tim Teknis Bersama (Suku Dinas Pendidikan dan
pejabat DPMPTSP sesuai dengan tugas dan kewenangannya
berdasarkan ketentuan perundang-undangan); dan

d. Kepala  DPMPTSP menerbitkan keputusan izin pendirian
satuan PAUD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
* permohonan diterima.

Pasal 12

Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dan Pasal 11 huruf d berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Nonformal
Pasal 13

(1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian Satuan
PNF - kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan
persyaratan pendirian satuan PNF.

(2) Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi berkas administrasi
dan teknis.

{

(3) Kepala DPMPTSP memberi persetujuan atau penolakan
pendirian Satuan PNF paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja,
sejak permohonan diterima.

| (4) Kepala DPMPTSP menerbitkan Izin Pendirian Satuan PNF.
Pasal 14

Satuan PNF yang telah mendapatkan Izin Pendirian diberi Nomor
Induk Satuan Pendidikan Nonformal oleh Direktorat Jenderal
PAUD dan Pendidikan Masyarakat dengan berpedoman pada Tata
Cara Pemberian - Nomor Induk yang diatur oleh Menterl
Pendidikan dan Kebudayaan

BAB V
PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 15

Izin pendirian Satuan PAUD dan Satuan PNF berlaku sepanjang
Satuan PAUD dan Satuan PNF masih beroperasi dan tidak perlu
dilakukan perpanjangan izin.

Pasal 16

(1) Penamaan satuan pendidikan. baru yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
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(2) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan
oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan
pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD DAN PNF

Pasal 17

Perubahan Satuan PAUD dan Satuan PNF berupa :

a. perubahan nama;

"~ b. perubahan bentuk;

c. perubahan pendiri antar masyarakat;

d. perubahan status;

e. perubahan lokasi; dan

f. penambahan dan/atau pengurangaﬁ jenis layanan.
Pasal 18

Tata Cara Perubahan Satuan PAUD dan Satuan PNF

Pendiri mengajukan izin perubahan satuan PAUD dan satuan
PNF kepada Kepala DPMPTSP dengan diketahui Suku Dinas
Pendidikan dan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian
satuan PAUD dan satuan PNF.

BAB VII
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Satuan Paud
Pas‘al 19
b(l) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila :

a. satuan PAUD sudah tidak layak lagi menyelenggarakan
kegiatan layanan PAUD; dan

b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi oleh
Suku Dinas Pendidikan.

(2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh DPMPTSP dengan
mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan
rekomendasi Dinas Pendidikan.
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Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diikuti dengan :

a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang
sejenis dilakukan oleh penyelenggara Satuan PAUD yang
bersangkutan;

b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen
lainnya kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Suku Dinas
Pendidikan; dan '

c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan
oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD
lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD
yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Non Formal
Pasal 20

Penutupan satuan PNF merupakan penghentian kegiatan
atau penghapusan satuan PNF. : '

Penutupan satuan PNF dilakukan apabila :
a. satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan

penyelenggaraan Satuan PNF;

b. satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program
pendidikan Non Formal 2 (dua) tahun berturut-turut;

c. keberadaaannya meresahkan kehidupan masyarakat yang
dibuktikan karena banyaknya protes masyarakat;

- d. kegiatan satuan PNF sudah menyimpang dari tugas pokok

bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;

e. melakukan penyalahgunaan bantuan dari pemerintah,
badan usaha atau masyarakat yang memiliki kekuatan
hukum tetap; dan

f. melakukan manipulasi data-data pembelajaran atau
tindakan penipuan (kriminal).

Penutupan satuan PNF dilakukan oleh DPMPTSP dengan
mencabut izin pendirian satuan PNF  berdasarkan
rekomendasi Dinas Pendidikan.

Pasal 21

Penutupan satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan atas
hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas
Pendidikan.

Penutupan satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diikuti dengan :

a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan PNF
lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan
jenisnya sama;
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b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan

c. penyerahan aset milik satuan PNF yang diselenggarakan
oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau
penyelenggara satuan PNF tertentu.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
- Pasal 22

Dalam penyelenggaraan pendidikan di .satuan pendidikan,
Dinas Pendidikan melakukan monitoring sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Pendidikan membentuk tim serta dapat
melibatkan instansi lain.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Hal-hal yang dimonitoring, meliputi :

a. proses pembelajaran;
b. prasarana dan sarana pendidikan;

c. pendidik dan tenaga kependidikan;

0.

. pengelolaan pendidikan; dan

e. persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud padei ayat (4), . -

tim monitoring melakukan evaluasi terhadap satuan

pendidikan yang dimonitoring.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim
memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Dari hasil evalua51 sebagaimana d1maksud pada ayat (6)
dalam hal satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sebagai

lembaga pendidikan, maka Kepala Dinas Pendidikan

memberikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk
dilakukan penutupan satuan pendidikan dimaksud.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 23

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan pendirian, perubahan
dan penutupan Satuan PAUD dan Satuan PNF kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala D1nas
Pend1d1kan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
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BAB X
'PEMBINAAN
Pasal 24

(1) Pembinaan pelaksanaan pendirian, perubahan dan
penutupan lembaga pendidikan menjadi tugas dan fungsi
Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

koordinasi;
pemberian pedoman;
bimbingan teknis;

memifasilitasi Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan
pendirian,  perubahan dan penutupan lembaga
pendidikan;

a0 oop

€. pemantauan; dan

f. evaluasi.

(3) Hasil 'pembina_aﬁ sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 25

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian,
‘ perubahan dan penutupan pada satuan PAUD dan satuan
PNF yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian,
perubahan dan penutupan satuan PAUD swasta atau di luar
tanggung jawab Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab
penyelenggara lembaga pendidikan bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26 ‘
Izin pendirian Satuan PAUD dan Satuan PNF yang telah diberikan
sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku
sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ‘berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor-105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian,
Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita

Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2012
‘Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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'Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2017
Tanggal 11 Oktober 2017

PERSYARATAN ADMISTRASI PENGAJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Taman Kanak-kanak (TK)

- Ketua Yayasan atau peny
- dokumen sebagai berikut :

1.
2.

® N o ook

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

elenggara pendidikan harus menyampaikan

Surat Permohonan dari Ketua Yayasan/Kepala Taman Kahak—kanak; :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Yayasan/Kepala Taman
Kanak-kanak;

Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota
Administrasi;

Susunan pengurus dan rincian tugas;

Fotokopi akte pendirian yayasan;

Surat Keterangan yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
Program kerja Taman Kanak-kanak; |

Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka
panjang;

Surat Keterangan Domisili Yayasan,;
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;

Memiliki Luas Lahan/Bangunan Gedung Minimal 200 (dua ratus) meter
persegi yang dibuktikan dengan sertifikat tanah; :

Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnva 2 (dua) kelas, Ruang UKS,
Poiok baca, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Sarana Olahraga,
Tempat bermain, Toilet, Dapur dan ruang lainnya untuk menunjang
proses pembelajaran vang teratur dan berkelanjutan dengan standar
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio
minimal 2 m? x Jumlah peserta didik; , .

Tidak menempati atau menggunakan lahan yang bermasalah/sengketa;
Memiliki rasio kelas 1 : 15;

Struktur organisasi Yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
Susunan pengurus Yayasan;

Struktur organisasi sekolah;

Denah gedung sekolah;

Surat Keputusan Yayasan Pengangkatan Kepala Sekolah;

Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;

Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;

Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugasnya;

Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 15 (lima belaé) orang;
Daftar peserta didik yang terbaru;

Daftar inventaris sekolah;

Tata tertib sekolah;



28. Jadwal mata pelajaran;
29. Instrumen evaluasi atau monitoring;

30. Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermeterai) vang menyatakan
sanggup melaksanakan jam belajar sesuai dengan jadwal; dan

31. Surat pernyataan (bermeterai) tentang kebenaran data dan dokumen
yang diajukan.
II. Satuan Paud Sejenis (SPS)

Ketua Yavasan atau penyelehggara pendidikan harus menyampaikan
dokumen sebagai berikut :
1. Surat permohonan dari Lembaga;

2. Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota
Administrasi;

3. Fotokopy SK Yayasan atau SK Lurah;
4. Program kerja lembaga;

S. Program kerja lembaga untuk jangka pendek, menengah dan jangka
panjang;

6. Surat Keterangan Domisili lembaga;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;

8. Surat pernvyataan persetujuan dari warga terdekat (minimal 4 KK)
diketahui oleh RT/RW bermeterai;

9. Struktur organisasi lembaga yang disahkan oleh Ketua Lembaga;
10. Susunan pengurus lembaga;
11. Struktur organisasi lembaga;
12. Denah gedung lembaga;
13. Daftar Riwayat Hidup Kepala Lembaga;
14. Fotokopi ijazah Kepala lembaga dan guru;
15. Daftar nama personalia lembaga dan uraian tugasnya;
16. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;
17. Daftar peserta didik yang terbaruy; '
18. Daftar inventaris lembaga;
19. Tata tertib lembaga;
20. Jadwal pembelajaran; ‘
21. Instrumen evaluasi atau monitoring;

22. Surat pernvataan Kepala lembaga (bermeterai) yang menyatakan
sanggup melaksanakan jam belajar; dan '

23. Surat pernyataan (bermeterai) tentang kebenaran data dan dokumen
yang diajukan. : )
III. Taman Penitipan Anak (TPA)

Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan
dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan dari Lembaga TPA;

2. Rekomendasi dari Kepaia_ Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota
Administrasi;



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

3

Fotokopi akte pendirian Yayasan dan Fotokopi Surat Keterangan
Kelurahan; ‘

Surat keterangan yayasan terdaftar di Dinas Sosial,

. Program kerja TPA;

Program kerja Yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka
panjang; |

Surat Keterangan Domisili Yayasan;
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum,;

Surat Keterangan kepemilikan gedung disertaidengan fotokopi sertifikat
tanah dan Fotokopi IMB; :

Prasarana dan Sarana sesuai dengan ketetuan;

Memiliki tenaga ahli yang ménangan_i anak sesuai dengan ketentuan;
Struktur organisasi Yayasén yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
Susunan pengurus Yayasan;

Struktur organisasi lembaga;

Denah gedung lembaga;

Surat Keputusan Yayasan Pengangkatan Kepala Lembaga;

Daftar Riwayat Hidup Kepala Lembaga;

Fotokopi ijazah Kepala Lembaga dan Tenaga Pendidik;

Pas foto penanggung jawab pendidikan dan penyelenggara ukuran 3 x 4 cm
sebanyak 4 (empat) lembar;

Daftar nama personalia lembaga dan uraian tugasnya;
Memiliki peserta didik sesuai dengan rasio usia;
Daftar peserta didik yang terbaru;

Daftar inventaris lembaga;

Tata tertib lembaga;

Jadwal Kegiatan;

Instrumen evaluasi atau monitoring;

Surat pernvataan Kepala Lembaga (bermeterai) yang menyatakan sanggup
melaksanakan kegiatan;

Surat pernyataan (bermeterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang
diajukan; _

Sewa tempat minimal 2 (dua) ‘tahun (disesuaikan Peraturan Menteri
Nomor 84 Tahun 2014); '

Pinjam pakai tempat dibuktikan dengan berita acara. (disesuaikan); dan

Tenaga pendidik minimal S1° PAUD/D4 jurusan Pendidikan Psikologi
anak/SI lain mengikuti diklat berjenjang.

IV. Kelompok Bermain (KB)

Wb

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Instansi yang berwenang;
Surat rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan;

Hasil studi kelayakan;

Surat Keterangan Domisili;



10.
11.
12.
13.

14,
- 15.
16.

17.

18.
19.

20.

‘Nama Lembaga harus memakai Bahasa Indonesia.

. Bagi lemba,qa vang berbadan hukum 'melammrkan fotokom akte

pendirian yvang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan -
bagi lembaga yang dibentuk oleh organisasi, menyerahkan fotocopy surat
keputusan pembentukan organisasi dari instansi pemerintah, dengan
menunjukkan aslinya serta bag1 perorangan hanya melamplrkan fotokopi

KTP;

. Memiliki lahan dan bangunan minimal seluas 100 m?2 (seratus meter

persegi) vang dibuktikan dengan sertifikat. . Bagi penyelenggara
pendidikan yvang lahan dan bangunannva menvewa/ kontrak/kerja sama
minimal 3 (tiga) tahun dengan menunjukkan surat kontrak/ sewa/ kerja
sama dan menyerahkan fotokopmya

. Memiliki ruang Kkelas dan sarana penunjang Ialnnya, sesuai dengan
»ketentuan o .

Memiliki penanggung jawab pend1d1kan yang mempunval kuahﬁkasy |
pendidikan S1 PAUD dan/atau memiliki kompetensi PAUD d1bukt1kan‘
Sertifikat Diklat Berjenjang; '

Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di buktikan sertifikat;

Memiliki tenaga administrasi sekurang—kurangnya 1 (satu) orang;
Memiliki calon peserta didik sekurang kurangnya 5 (lima) orang;
Memiliki prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memiliki program kerja jangka pendek 1 (satu) tahun, Jangka menengah
3 (tiga) tahun dan jangka panjang 5 (hma) tahun;

Memiliki kurikulum pembelajaran PAUD;
Struktur organisasi lembaga,

Pas foto penanggung jawab pendldlkan dan penyelenggara ukuran 3 x 4
cm sebanyak 4 (empat) lembar;

Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program dan mentaat1
segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tata tertib Penyelenggara, Pendidik dan Peserta Didik;

Memiliki papan nama lembaga yang memuat nama lembaga, alamat,
program, status perijinan, nomor izin; dan

{

' GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
| IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta '

Nomor 155 TAHUN 2017
Tanggal 11 Oktober 2017

PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

A. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

L ® N o oo

10.

. Tenaga pendidik memiliki pendidikan sesuai materi program yang

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
Susunan pengurus dan rincian tugas;

Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran
selama 3 (tiga) tahun; ' '

Dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan Surat
Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang hukum;

Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari péjabat berwenang;

Memiliki izin domisili dari lurah setempat;

‘Memiliki akte notaris;

Memiliki NPWP Pribadi;
Memiliki struktur organisasi satuan pendidikan;

Penanggung jawab minimal pendidikan SLTA,

diajarkan dengan pendidikan minimal D3 sesuai dengan bidang
keahliannya;

Memiliki ruang kelas dan sarana penunjang sesuai dengan jenis program;
Memiliki petugas téta usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 6 (enam) orang;

Memiliki program kerja tahunan minimal 1 (satu) tahun;

Memiliki kurikulum sesuai program,;

Memiliki denah lokasi dan ruang belajar;

Bagi yang tidak memiliki gedung sendiri (kontrak/ sewa/pinjam)
melampirkan Surat perjanjian kontrak/sewa minimal 3 (tiga) tahun;

Pas foto pimpinan 4x6 cm; .
Materai Rp6000 sebanyak 2 (dua) lembar; dan

Surat rekomendasi dari Kepaia Suku Dinas Pendidikan (melampirkan hasil
studi kelayakan).

B.. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

> b

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
Memiliki Susunan pengurus dan rincian tugas;
Surat permohonan disertai de-ngah hasil studi kelayakan;

Surat pernyataan persetujuan dari warga terdekat (minimal 4 KK diketahui
RT/RW bermeterai); - ' :

Memiliki akta notaris;



10.

| 11.
oo 12,
13.
14.
15.
"’ 16. , : . o
-~ a. BabI Pendahuluan (memuat latar belakang, dasar hukum dan tujuan),

2

Memiliki izin domisili dari Lurah set'er'npat

. Memiliki NPWP Pribadi dan KTP pimpinan PKBM _
. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran

selama 3 (tiga) tahun;

Fotokopi ijazah terakhir pimpinan PKBM;

Memiliki prasarana dan sarana meliputi :

a. Memiliki luas lahan m1n1mal 100m?2 (seratus meter persegl),

b. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penun_]ang lainnya dengén luaé

4x4m; _ _
c. Memiliki minimal 2 (dua) ruangan rasio 1 20 dan

d. Memiliki ruang pimpinan, ruang pend1d1k ruang perpustakaan ruang ‘
ibadah dan toilet; v

Memiliki struktur organisasi satua'n pendidikan
Memiliki kurikulum yang berlaku secara nasmnal
PKBM memiliki minimal 3 (tlga) jenis program

Pas foto pimpinan 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

‘Materai Rp6000 sebanyak 2 lembar;

Profile PKBM meliputi :

b. Bab II Gambaran Umum PKBM (meliputi : identitas lembaga, visi' dan
- misi, jenis program, prasarana dan sarana, tenaga pendidik dan
kepend1d1kan peserta didik, struktur organ1sas1 sumber dana dan

_— lembaga mitra); dan

17.

‘c. Bab IlI Penutup.

Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dmas Pendidikan "dengan
melamplrkan has11 studi kelayakan - o

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
o ttd

" DJAROT SAIFUL HIDAYAT
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